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1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada hakekatnya pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan Indonesia seutuhnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan tersebut diperlukan dana yang memadai.

Agar hakekat dari pembangunan tersebut dapat tercapai, dalam pelaksanaannya diperlukan dana yang cukup besar guna membiayai pembangunan tersebut. Adapun dana yang dimiliki oleh negara berasal dari penerimaan dalam dan luar negeri.

Salah satu penerimaan negara dari dalam negeri adalah dari sektor pajak. Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak adalah sumber pendapatan dalam negeri yang paling besar adalah penerimaan dari sektor pajak ini menyumbang sekitar 70% dalam APBN. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu sektor pajak yang memberikan masukan sebagai pendapatan bagi negara yang masuk dalam kas negara.
Di Indonesia system pemungutan pajak yang berlaku adalah With Holding System dan Self Assessment System. Self Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dan sistem pemungutan pajak ini berlaku untuk memungut pajak pertambahan nilai.
Pemungut pajak pertambahan nilai adalah bendaharawan, pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah.

Bendaharawan Pemerintah adalah badan atau instansi pemerintah yang memungut Pajak Pertambahan Nilai. PPN merupakan bagian dari PPh karena dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga–lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan–badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
Di Indonesia ini banyak sekali perusahaan yang berdiri dan sebagian besar bergerak di bidang industri. Bidang industri ini merupakan salah satu pendapatan Negara terbesar di bidang pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai. 
Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor Kep – 417/ PJ / 2001, badan usaha yang bergerak di bidang industri itu sendiri termasuk salah satu yang menyumbang cukup banyak dalam penerimaan kas Negara.

Mengingat cukup banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang industri, dagang dan jasa baik yang berskala besar maupun kecil, sehingga dalam pelaksanaannya penagihan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) industri, dagang dan jasa di dalam negeri ini tidak terlepas dari ketentuan – ketentuan dan tata cara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH EFEKTIVITAS SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN ) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES”
1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka ruang lingkup masalah yang akan penulis bahas di sini adalah :

1. Bagaimana Self Assessment System dikatakan Efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees. 

2. Bagaimana cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
3. Seberapa besar pengaruh Efektivitas Self Assessment System terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana efektivitas self assessment system terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Self Assessment System dikatakan Efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees. 
2. Untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Efektivitas Self Assesment System terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung.  
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi berbagai pihak, kegunaan tersebut antara lain sebagai berikut :

A. Kegunaan Operasional 
.    Instansi
Agar perusahaan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh Self Assessment System terhadap Pajak Pertambahan Nilai
B. Kegunaan Pengembangan Ilmu
      1.
Penulis

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh efektivitas self assessmen system terhadap pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung.
2. Peneliti Selanjutnya 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan di bidang atau masalah yang sama.
1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

A. Kerangka Pemikiran

Fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak adalah mengumpulkan dan mengolah data pajak, penyajian informasi perpajakan serta penggalian potensi pajak dan estimasi wajib pajak (berdasarkan Surat Ketetapan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.94 / KMK.01 / 1994, pasal 166 tentang struktur organisasi KPP yang termasuk tipe A, tertanggal 29 Maret 1994) dalam hal ini KPP memiliki peran penting untuk menguji efektivitas penerimaan PPN.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah  yang dimaksud dengan efektivitas adalah:

“Efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output (target/result)”.

      (2002;232)

Efektivitas secara garis besar dapat dirumuskan sebagi derajat keberhasilan suatu organisasi dimana terlihat sampai sejauh mana suatu organissi dinyatakan berhasil dalam mencapai apa yang telah menjadi tujuannya.

Menurut Djuanda dan Lubis dalam bukunya yang berjudul Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyatakan bahwa:
”Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.”
(2006;107)

Dengan adanya Self Assessment System, wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan ada pada diri wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini (Fiskus) hanya berfungsi untuk melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan memeriksa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang perpajakan.
Pendapatan atau penerimaan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan, pendapatan didefinisikan sebagai berikut:

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomis yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, dengan pengertian bahwa arus masuk tersebut mengkibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

       (2004;52)

Untuk pengukuran pendapatan Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa:

“Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima”.

 







        (2002;23)
Adapun pengertian pajak menurut Rachmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul Perpajakan menyatakan bahwa definisi pajak yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang  digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

   (2002;1)

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang tanpa timbal jasa dari negara secara langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pengertian pajak pertambahan nilai menurut Gustian Djuanda dalam bukunya yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah menyatakan bahwa definisi pajak pertambahan nilai yaitu :

”Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkat Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak”.
(2006;1)
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai didapat dari suatu barang yang dikonsumsi berupa barang kena pajak atau jasa kena pajak.
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, sehingga peneliti dapat menyusun hipotesis :“Self Assesment System Memiliki Pengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”. 
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Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran
1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian
Kegiatan Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Perpajakan Karees Bandung Jln H Ibrahim Adjie No 372 Bandung. Adapun penelitian ini dilakukan oleh penulis dari bulan April sampai dengan bulan juni 2006. 
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